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PENDAHUI,IJAN

Mil ton J.  Esman dalam bukunya
" Mcrnagantent [)inte n:;ion of' Development pcr-

spec|ives and Strategie^s " tersebut menyatakan:

Di berbagai  negara dunia ket iga
pemerintahan daerah pada umumnya masih sangat
tertinggal. Berbagai peraturan "modern" mengenai
nlasalah bentuk ataupun proses penlerintahan

tersebut cenderung tidak mempercayai para pemuka
daerah yang kekuasaan politiknya didasarkan pada
kekaya.rn ataupun pada kedudukan sosial tradisional.
yang dikhawatirkan, akan terlepas dari kendali para
pcjabat pusat dan j ustm rnendukun g kein gi nan lawan

politikmereka.

Dengan mengatasnamakan kepentingan

kesatuan nasional, et ' isiensi pelaksanaan, serta

modernisasi ,  para pejabat negara te lah

mengkonsentrasi kan serta memusatkan tanggung
jawab layanan masyarakat kepada para pejabat

birokrat yang berada di bawahrrya. Seringkali hal
tersebut didorong oleh penguasa politik daerah yang
kekuasaannya didasarkan pada pendekaton yang
memungkinkan untuk mendapatkon dukungan
pemerintah.

Demikian pandangiln Milton terhadap
kcberadaan penrerintalron dagroh di negara-negara
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dunia ketiga. Pandangan tersebut didasari pada pola

pikir ala barat yang rasional dan zakeli kyartgsangat

berlainan dengan polapikir bangsa Indonesia yang

masih mempercayai tahyul. Dengan demikian maka

ukuran produktivitas di barat tidak sama dengan kita

di Indonesia.

Perbedaan yang ada tersebut juga

dipengaruhi adanya masalah-masalah sekitar latar

belakang budaya, agama serta ras yang pada

giliramya menciptakan suatu budaya yang berciri

sendiri yang sering disebut relligio magis cosmis.

Oleh karena itu, tidak pada tempatnya untuk

menyamakan ukuran produktivitas di negara maju

dengan ne gara yang sedang berkembang seperti j u ga

Indonesia.

Pada tataran saat ini yang sedang maraknya

diterapkannya otonomi daerah berdasar UU No.22

Tahun 1999, maka tulisan Milton J. Esman dalam

bukunya yang berjudul " Management Dintensions

of Development Perspective and Strategies"

dengan sub judul " Local Authorities " terdapat hal-

hal yang menarik untuk dibahas dan dikomentari lebih

lanjut terutama menyangkut pemberian kewenangan

kepada pernerintah daerah.

Adapun permasalahan yang akan dibahas

adalah sebagai berikut :

l .  Apakah yang menjadi  dasar pernber ian

kewenangar-r kepada pemerintah daerah sebagai

daerah otonom dalarn kerangka Negara

Kesatuan RI dengan berdasar UU No.22 Tahun

r999?
2. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah itu

dijalankan oleh Badan atau Jabatan Administrasi

Negara berdasarkan pada perolehan kewenangan

tersebut?

3. Apakah yang menjadi kendala terhadap

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah

tersebut?

PEMBAHASAN

Negara Republik lndonesia sebagai Negara

Kesatuan, di dalamnya terkandung prinsip bahwa

Pemerintah Pusat berwenang ikut campur tangan

secara lebih intensif terhadap persoalan-persoalar-r di

daerah seperti yang tercantum dalam pasal 1 8 ayat

(1 ) dan ayat (2) UUD I 945 yang setelah amandemen

kedu4berbunyi:
(Pasal 18 ayat (l) UUD 1945)
"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi
itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-
tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-
undarg."
(Pasal l8 ayat (2) UUD 1945)
'.'Pemerintah daerah provi nsi, daerah kabupaten,
dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tueas
pembantuan."

Jika kehendak pembentuk negara Republik lndone-

sia seperli yang tersebut dalarl pasal I 8 ayat ( I ) dan
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(2) UUD 1945 tersebut, daparlah dikatakan bahwa
Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang di
desentralisasikan. Pada dasarnya pembentuk UUD
1945 menghendaki adanya pembagian kewenangan

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sementara itu menurut UU No.22 Tahun
I 999 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur tentang
kewenangan daerah pada Pasal 7-13 UU No.22
Tahun 1999. Pembagian kewenangan bidang
pemerintahan antara pusat, daerah propinsi dan
daerah kabupaten/kotadiaturdalam pasal 7 - I I UU
No.22 Tahun 1999. Kewenangan pusat meliputi
bidang-bidang yang tersebut dalam pasal 7 yang
menyatakan:

(Pasal 7 Ayat(l) UU No.22 Tahun 1999)
Kewenangan Daerah mencakup kewenangan
dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali
kewenangan dalam bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan
fiskal, agama, sertakewenangan bidang lain.
(Pasal 7 ayat(2) UU No. 22T ahun I 999)
Kewenangan bidar-rg lain, sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1), rnel iputi  kebijakan rentang
perencanaan nasional dan pengendalian
pernbangunan nasional secara makro. dana
perimbangan keuangan, sistem administrasi
negara dan lembaga perekonomian negara,
pembinaan dan pemberdayaan sumber daya
manusi4 pendayagruraan sumber daya alam sefta
teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan
standarisasi nasional.

Pasal tersebut di atas sebagai suatu bukti
dianutnya sistern nunah tangga materiil oleh UU No.22
Tahun 1999. Dengan demikian. senllra kewenangan

yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
adalah semua kewenangan bidang pemerintahan

kecuali:

l. kewenangan dalam bidang politik luarnegeri;

2. kewenangan dalam bidang pertahanan

keamanan;

3. kewenangan dalam bidang peradiian;

4. kewenangan dalam bidang moneter dan
fiskal;

5. kewenangandalarnbidangagama;

6. kewenangan bidang lain yang meliputi:
t kebijakan tentang perencanaan nasional

dan pengendalian pembangtumn nasional

secara makro;

r danaperimbangankeuangan;

I sistemadminishasi negaradanlembaga

perekonomian negara;

I pembinaan dan pemberdayaan sumber

daya manusia;

r pendaya_eunaansurnberdayaalamserla

teknologi tinggi yang strategis;
I konservasi;

I dan standarisasi nasional.

Kemudian juga dapat dilihat dalam pasal 9
ayat (l) UU No.22 Tahun I 999, yaitu:

"Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom
mencakup keu,enangan dalam bidang
pemerintahan yang bcrsifat lintas kebupaten dzur
kota,  serta ker"e,rangan dalam bidang
pernerintal-ran terlenttr I ain,.,ya, t t

Dar i  pasal  9 terscbul  dapat c l i l i l iat
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kewenangan propinsi terdiri dari 2 (dua) kategori,

yaitu kewenangan sebagai daerah otonom dan

kewenangan sebagai  wi layah administrasi ,

Kewenangan sebagai,daerah otonom mencakup

kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat

lintas kabupaten dan kot4 kewenangan dalam bidang

pemerintahan tertentu lainny4 dan kewenangan yang

tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah

kabupaten dan kota.

Selanjutnyajuga terdapat dalam Pasal I 0

ayat ( l),(2), (3), dan (4) UU No.22 Tahun 1999,

yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk

mengelola sumber daya nasional yang tersedia di

wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara

kelestarian lingkungan. Kewenangan Daerah di

wilayah laut meliputi:

I  eksplorasi ,  eksploi tasi ,  konservasi ,  dan

pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah

tersebut:

I pengaturankepentinganadministratif;

I pengafurantataruang;

I penegakan hukum terhadap peraturan yang

dikeluarkan oleh Daerahatau yang dilimpahkan

kewenangannya oleh Pemerintah ; dan

I bantuan penegakan keamanan dan kadaulatan

negara.

Sebagai peraturan pelaksanaandari hal tersebut, telah

dituangkan dalam PP No.25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

sebagai Daerah Otonom. Namun dalam Pp No.25

Tahun 2000 tersebut menganut sistenr rumah tangga
formil, karena hampir tidak ada perhedaan nrendasar
antara urusan yang dijalankan Penrerintah pusat,

Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kota/
Kabupaten.

Menurut Pasal 4 PP No.25 Tahun 2000,
kewenangan yang t idak atau belum dapat
dilaksanakan oleh kabupaten/kota, ditentukan
sebagai berikut:

l. Kabupaten/kota yang tidak atau belum mampu
melaksanakan salah satu atau beberapa
kewenangan dapat melaksanakan kewenangan

tersebut melalui kerja sama zurtar kabupaten/kot4

kerja sama antar kabupaten/kota dengan

propinsi. atau menyerahkan kewenangar tersebut

kepada propinsi.

2. Pelaksanaan kewenangan melalui kerjasama atau
penyerahan suatu kewenangan kepada propinsi

harus didasarkan pada Keputusan Kepala

Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten/Kota.

3. BupatiAValikota wajib menyanrpaikan keputusan

mengenai penyerahan kewenangan kepada
propinsi kepada Gubernur dan Presiden dengan

tembusan kepada Dewan Peftinrbangan Otonomi

Daerah (DPOD).

4. Presiden setelah memperoleh rnasukan dari

DPOD dapat nrenyerujui atau tidak nrenyetujui
penyerahan kewenangan tersebut. Dalam hal

Inrplementasi Kewenantr;an Penterintah Daerah
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tidak menyetujui, kewenangan tersebut harus

dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Sementara

jika menyetujui, pelaksanaan kewenangan

tersebut diserahkan kepada propinsi.

5. Apabila dalam jangka waktu I (satu) bulan

Presiden tidak memberikan tanggapan, maka

penyerahan kewenangan tersebut dianggap

disetujui.

6. Sebagai akibat penyerahan tersebut, propinsi

sebagai daerah otonom harus melaksanakan

dengan pembiayaan yang dialokasikan dari dana

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah.

7. Apabila propinsi tidak mampu melaksanakan

kewenangan tersebut,  maka propinsi

menyerahkannya kepada Pemerintah dengan

mekanisme yang sama sebagaimana tercantum

dalam angka 3 sampai angka 6.

8. Apabila kabupaten/kota sudah menyatakan

kemampuannya menangani kewenangan

tersebut, propinsi atau Pemerintah wajib

mengembalikannya kepada kabupaten/kota tanpa

persetujuan Presiden.

Kewenangan dalam bidang pemerintahan

tertentu diahr dalam Pasal 3 ayat (2) PP No.25 Tahun

2000, meliputi perencanaan dan pengendalian

pembangunan regional secara makro, pelatihan

bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia

potensial, penelitian yang mencakup wilayah propinsi,

pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian

lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya

pariwisat4 penanganan penyaki t menu lar dan hama

tanaman, dan perencanaan tata ruang propinsi.

Sementara i tu,  kewenangan daerah

kabupaten/kota mencakup seluruh kewenangan

pemerintahan selain kewenangan pusat maupun

daerah propinsi sebagaimana disebut di atas; Namun

dalam Pasal I I  LIIJ No.22 Tahun 1999, yang

dinyatakan sebagai beri kut :
(Pasal I  I  ayat ( l) UU No.22' l 'ahun 1999)
"Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah
Kota mencakup semua kewenangan
pemerintahan selain kewenangan yang
dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam
Pasal9."
(Pasal I I ayat (2) UU No.22 Tahun 1999)
"Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan
oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota
meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan
dan kebudayaan, pertanian, perhuburgan, industri
dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan
hidup, peftanahan, koperasi, dan tenaga kerja."

Kewenangan kabupaten/kota di wilayah laut adalah

sejauh I /3 (sepertiga) dari batas laut daerah propinsi

(lihat Pasal l0 UU No.22 Tahun l 999).

Sementara itu sistem rumah tangga riil, dapat

diketemukan dalam Pasal 5 ayat ( I ), Pasal 6 ayat
( I ), Pasal 6 ayat(2), dan 9 ayat(2) UU No.22 Tahun

1999 yang berbunyi:
(Pasal 5 ayat (l ) UU No.22 Tahun l999)
"Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan
kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial
budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas
daerah, dan pert imbangan la in yang

Implementasi Kewenangan Pemerinlah Daerah
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memungkinkan terselenggaranya Otonomi
Daerah."
(Pasal 6 ayat ( I ) UU No.22 Tahun 1999)
"Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom
tennasukjuga kewenangan yang tidak atau belum
dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota."
(Pasal 6 ayat (3) UU No.22 tahun 1999)
"Kriteria tentang penghapusan, penggabungan,
dan pemekaran daerah, sebagaimana dimaksud
pada ayat (l ) dan ayat (2). ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah. "
Pasal9 ayat(2) UU No.22 Tahun 1999;
"Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom
termasukjuga kewenangan yang tidak atau belum
dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota."

Kewenangan pemerintahan yang diserahkan

kepada daerah dalarn rangka desentralisasi harus

disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan,

sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Adapun kewenangan Pemerintah dan

Propinsi sebagai daerah otonom menurut PPNo.25

Tahun I 999 dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Sementara kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan kepada Gubemur dalam dekonsentrasi

harus disertai dengan pembiayaan (Pasal 8 UU No.22

Tahun 1999). Pemerintah juga dapat menugaskan

kepada daerah urusan-urusan pemeri ntahan tertentu

dalam rangka tugas pembantuan, yang disertai

pembiayaan, sarana dan pftNaran4 serta sumber daya

manusia. Penugasan tersebut dibebani kewa.jiban

melaporkan pelaksanaannya dan
pertanggunglawabannya kepada Pemerintah (Pasal

l3 UU No.22 Tahun 1999).

Pembagian kewenangan pemerintahan

terhadap Badan ataupun Jabatan adrninstrasi negara
untuk melaksanakan pemerintaharr tersebut, dapat
dilakukan denganjalan atribusi dan delegasi danjuga

mandat. Menurut Kamus Istilah Hukum-Fockema

Adreae Belanda Indonesia,  kata atr ibusi
(Belanda=Atfibutie) mengandung arti :

Pembagian (keku,asaan); dalam kata attributie van

rechtsmacht: pembagian kekuasaan kepada
berbagai instansi (absolute competentie/

kompetensi mutlak), sebagai lawan dari distibutie

van rechtsmacht. .luga: membagikan suatu
perkara kepada kekuasaan yudikatif  atau

kekuasaan eksekutif. Cofl icten van attributie.

konfl ik pernbagiarr kekuasaarr. (Kamus Istilah

Hukum-Fockenra Adreae Belanda Indonesia,

l983:36 dalam N,larkus [-ukman, I 997: I I  8)

Sedangkan kata delegasi (Belanda: Delegatie)

mengandurgarti:

Penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih

tinggi kepadayang lebih rendah: penyerahan yang

demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain

dengan atau berdasarkan kekuatan hukum.

Misal; Dewan Perwakilan Daerah Kotapraja

memerintahkan kepada majelis walikota dan

pembantu walikota urhrk rnengadakan peratLlran-

peraturan tertentu. (Kamus lst i lah Hukum-
Fockema Adreae Belanda Indonesia. l  983:91

dan 286 dalam Markus Luknran. 1997: I l8)

Implemenlasi Kewenangan Pemerintah Daerah
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Kewenangen Pusrt, Propinsir Kabupaten/I(otr

Berdasarkan PP No.5 Tehun 2000

Berikutnya kata mandat (Belanda= Mandaat) mengenaikewenanganpenguits4yangdiartikan

mengandungarti: dengan pemberian kuasa (biasanyabersam&m

Mandaat,padaumumnya:Opdracht,perintatr;- dengan perintah) oleh alat perlengkapan

Imperatiefmandaat. Di dalam pergaulan hukum, pemerintah yang memberi wewenang ini kepada

baik pemberian kuasa (asgeving), rnaupun kuasa yang lain yang akan melaksanakannya atas nama

penuh(volmacht). tanggung jawab alatpemerintahyang pertama

Mandaatvanbeschikkingsbevoegheid,mandat tersebut.

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah 24
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KEWENANGAIY PUSAT KEWENAI\IGAN PROPINSI
KEWENAI\TGAI\T

KABT'PATEN/KOTA

Mencakup bidang politik luar
negeri, pertahanan dan
keamanan, peradilan, moneter
dan fiskal, agama serta
kewenangan bidang lain.

Mencakup kewenangan dalam
bidang pemerintah yang
bers ifat I intas kabupaten/kota,
kewenangan dalam bidang
pemerintah tertentu lainnya, dan
kewenangan yang tidak atau
belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten/kota.

Mencakup seluruh kewenangan
pemerintahan selain
kewenangan Pusat maupun
Daerah Propinsi.

Kewenangan bidang lain
tersebut dikelompokkan ke
dalam 25 bidang, yaitu
pertanian, kelautan,
pertambangan dan energi,
perindustrian dan perdagangan,
perkoperasian, penanaman
modal, kepariwisataan,
ketenagakerj aan, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan.
Sosial, penataan ruang,
pertahanan, pemukiman,
pekerjaan umum, perhubungan.
Lingkungan hidup, politik
dalam negeri dan administrasi
publik pengembangan otonomi
daerah perimbangan, keuangan,
kependudukan, olah raga,
hakim, dan perundang-
undangan, penerangan.

Kewenangan dalam bidang
pemerintahan tertentu lainnya
dikelompokkan ke dalam 20
bidang, yaitu pertanian,
kelautanan, pertambangan dan
energi, kehutanan dan
perkebunan, perindustrian, dan
perdagan gan, perkoperasian,
penanaman modal,
ketenagakerj aan, kesehatan
pendidikan dan kebudayaan
sosial. penataan ruang
pemukiman, pekerjaan umum,
perhubungan, lingkungan hidup,
politik dalam negeri dan
administrasi publik,
pengembangan otonomi daerah,
perimbangan dan perundang-
undangkan.

Meskipun demikian, ada
beberapa kewenangan yang
wajib dilaksanakan,
sebagaimana diatur dalam pasal
1l ayat (2)W No. 22 tahun
1999.
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Pada atribusi/attributie (pembagian kekuasaan

hukum) diciotakan suatu wewenans. oada

delegasi (delegatie) diseralrkan suatu wewenang.

pada mandat tideik ada pengiptaan ataupun
penverahan wewenang. Ciri pokok mandat

adalatr suatu bentuk perwakilan, Mandataris

berbuat atas namayang diwakili. (Garis bawatr

oleh penulis). (Kamus Istilah Hukum-Fockema

Adreae Belanda Indonesia, 1983:286 dalam
Markuslukman, 1997: I 19)

Dari uraian di atas dapat dikatakan pada

dasarnya atribusi terjadi pemberian kewenangan

pemerintahan yang banr oleh suatu ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini

dilatrirkan suatu kewenangan pemerintahan baru.

Legislafior yang kompeten untuk memberikan atibtsi
wewenang pemerintatran itu dibedakan antara:
a. Yangberkedudukansebagai originallegisluor:

di negara kita di tingkat pusat adalah MPR
sebagai pembenhrk konstitusi dan DPR benama
dengan Presiden sebagai pembentuk UU dan
Presiden karena berwenang untuk membentuk
Peranran Pemerintah Pengganti Undang-undang.
Sedangkan di tingkatdaerah adalah DPRD dan
Pemerintah Daerah yang membetuk Peraturan
Daerah.

b. Yang bertindak sebagai delegated legislator:
seperti Presiden yang berdasar pada suatu
ketentuan UU mengeluarkan suatu Peraturan
Pemerintah di mana diciptakan wewenang

pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata
Usaha Negara tersebut. (Indroharto, I 994 : 9 I ).

Sedang pada delegasi terjadilatr pelimpahan
suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau
Jabatan Tata UsahaNegara yang telah memperoleh
suatu nrcwenang pemerintahan secara afibutiftAada

Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya.
Dengan demikian suatu delegasi selalu didatrului oleh
adanya su,atu afribusi wewenang.

Pada atribusi wewenang, tedadi pemberian
suatu wewenang oleh suatu ketentuan peraturan
perudang-undangan, sedang pada delegasi di situ
tajadi pelimpahan atau pemindatran suatu wewenang
yang telah ada, sehingga selama pendelegasian itu
berlangsung, pemberi delegasi akan kehilangan
we\il€nang yang telah didelegasikan Bila delegasi ingin
rnenarik kembali wurcnang yang telah didelegasilCIn,
maka harus dengan peraturan penurdang-undangan
yang sama Kenndian urcirrenang yang diperoleh dari
delegasi itu dapat pula disubdelegasikan kepada sub
delegataris. Untuk sub delegasi ini berlaku sama
seperti delegasi.

Pada mandat, di situ tidak terjadi suatu
pemberian wewenang baru maupun pelimpahan
wewenang. Dalam hal mandat, makadi situtidak
terjadi perubahan apa-apa mengenai distribusi
wewenang yang telah ada, yang ada hanya suatu
hubungan intern. Wewenang dilaksanakan oleh
mandataris atas nama dan tanggung jawab mandans
(pihak yang memborikan mandat). Ksmudian
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wewenang yang diperoleh dari atribusi maupun

delegasi dapat dimandatkan kepada organ atau

pejabat bawahannya bilamana organ atau pejabat

yang secara resmi memperoleh wewenang itu tetapi

tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang

tersebut. Hanya saja pada mandat, mandans tetap

berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya

bila ia menginginkannya. Mandans juga dapat

memberi penrnjuk kepada mandataris yang dianggap

perlu. Mandans bertanggung jawab sepenuhnya atas

keputusan yang diambil berdasarkan mandat.

Sehingga yuridis formal mandataris bukan orang lain

dari mandans.

Perlu pula dikemukakan pendapat Hene

van Maarseveen dan H.G. Lubberdink yang dikutip

oleh Soewito sebagai berikut:

Maarseveen tidak membedakan "pelimpahan

fugas" dengan "pelimpalran wewenang". Namun

diakui bahwa pelimpahan dalam bentuk delegatie,

delegakris bertindak atas nama sendiri dan atas

beban tanggung j awab. Dengan begitu delegataris

dapat diminta pertanggungiawaban dan dapat

pula digugat karena kesalahannya menjalankan

kekuasaan yang diperolehnya. Seorang

mandataris bertindak atas nama pemberi kuasa

('mandat") dan tidak memiliki wewenang p€nuh

dalam menj alankan kekuasaannya.

Menurut Lubberdink peranggungiawaban untuk

pelaksanaan wewenang tetap pada pemberi

kuasa, sebab pemberi kuasa yang memberikan

petlrnjuk baik yang umum maupun petunjuk yang

khusus kepada mandataris. (Soewoto, 1987 :7)

Berbagai kemungkinan suatu badan atau

pejabat administrasi negara memperoleh

wewenangnya melalui atibusi, delegasi, dan mandat,

digambarkan oleh B. de Goede sebagai berikut: @.
de Goede, 1986:56)

Pada kewenangan yang dimiliki oleh para

pejabat adminisrasi Pemerintah Daeratr Otonom itu

merupakan kewenangan yang diperoleh melalui j alan

atributkewerungan.

Sementara itu kewenangan sebagai wilayah

administrasi mencakup kewenangan dalam bidang
pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubemur

selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Kewenangan tersebut diperoleh denganjalan delegasi

kewenangan dan pejabat yang melaksanakannya
yakni Gubemur adalah sebagai delegataris.

Kemudian untuk kewenangan tugas
pembantuan yang merupakan kewenangan
pemerintah pusat yang kemudian dimandatkan

kepada orang-orangnya untuk melaksanakan urusan

tersebut.

Menurut pendapat Milton J. Esman batrwa
masih perlu adanya sentralisasi terhadap beberapa
urusan yang dilaksanakan oleh pusat, penulis

sependapat tentang hal itu; yakni bahwa sentalisasi
hanya untuk hal-hal tertentu yang dipandang atau

diduga daerah memang tidak akan mampu

melaksanakannya dengan mengingat kondisi dan
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situasi daerah yang bersangkutan serta sifat trrusannya

yang memang sangatmemerhrkan keseragamandalam

penanganannya. Kemudian permasalahan yang

muncul adalah bahwa pelaksanaannya seringl€li dapat

mematikan aspirasi yang ada di daerah untuk turut

serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan khususnya di daeratrnya.

Dalam tulisannya, Milton J. Esman juga

menyoroti adanya kecendenrngan ketidak-percayaan

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah danjuga

adanyakonsep sentalisa.si hanyauntuk hal-hal tertentu

serta berdasarkan pada sifat dan kondisi daerah yang

pada gilirannya akan menimbulkan apatisme dan

cwiga mencurigai antara pusat dan daerah. Hal itu

menurut penulis tidak sepenuhnya benar, karena

semua berpulang kepada daerah untuk

mengembangkan daerahnya sendiri berdasar

kemampuannya, akan sangat tergantung pada

partisipasi masyarakat daerah tersebut.

Berdasar pengalaman, dalam pelaksanaan

bidang-bidarg tugas tertentu sistem sentalisasi tidak

dapat menjamin kesesuaian tindakan-tindakan
pemerintahan dengan keadaan-keadaan khusus di

daerah. Maka untuk mengatasi hal ini, paling sedikit

sistem sentalisasi itu harus diperlunak, yaitu dengan

melaksanakan sistem dekonsentasi teritotial, dalam

mana kepada organ-organ Pemerintah Pusat di

daerah-daerah diberikan kekuasaan untuk

melaksanakan kebijaksarunn Pemerintah sesuai

dengan keadaan khusus di daerah-daerah masing-

masing. Namun sistem inipun belum dapat menjamin

efektivitas dan efisiensi pemerintahan, sebab
pemerinuh saempat masih t*ap terikat oleh insmilsi-

instruksi Pemerintah Pusat dan tidak mempunyai

kebebasan yang cukup luas dalam menyelenggarakan

kepentingan masyarakat daerah; oleh karena itu

digunakan sistem desentalisasi teritorid.

Sistem desentalisasi, umumnyamenyangkut

2(dua)lalyaituteritorial(politik)danfu ngsional.

Menurut Banr Suryaningrat, desentralisasi adalah:

Mewujudkan asas desentraliasi dalam

pemerintahan negara dalam desentralisasi ini

ralcyat secara langsung mempunyai kesempatan

untuk turut serta (participation) dalam

penyelenggaraan pemerintatran di daerahnya

Desentralisasi kenegaraan dapat dibedakan

antara:

1. Desentralisasi teritorial (teruitoriale

decentralisatir), yang penyerahan

kekuasaan untuk mengatur dan mengunrs

rumatr tangganya sendiri (autonomie), batas
pengaturan termaksud adalatr daeratr:

2. Desentralisasi fungsional (functionale

decentralisatie) yaitu pelimpahan

kekuasaan untuk mengatur dan mengurus

fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut

adalah jenis fungsi misalnya pendidikan,

pengairan dan sebagainya. (Bayu

Suryaningrat, I 98 I :6-7)

Amrah Muslimin mengemukakan ada 3 (tiga)
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nurcann desentalisasi yaitu :

desentralisasi politik, pengakuan adanya hak

mengunu kepentingan rumah tangga sendiri pada

badan-badan politik di daerah-daerah yang

dipilih oleh rakyat dalam daerahdaerah tertentu,

desentralisasi fungsional sebagai pengakuan

adanya hak pada golongan-golongan mengurus

satu macarn atau golongan kepentingan dalam

masyarakat, baik serikat atau tidak pada suau

daerah tertentu. Umpama Subak di Bali; dan

desentralisasi kebudayaan, yang mangakui

adanya hak pada golongan kecil, masyarakat

menyelenggarakan kebudayaannya sendiri

(mengatur pendidikan, agama dan lain-lain.

(Amrah Muslimin, I 960:89).

Sementara itu setelah berlakunya UU No.22

Tatrun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai

pengganti dari UU No.5 Tahun I 974 dan UU No.5

Tahun 1 979, memberikan pengertian desentral i sasi

dalam pasal I (e) sebagai berikut:

"Penlerahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Menurut The Liang Gie, alasan dianutnya

desentalisasi adalah:

1 . dilihat dari sudut politik sebagai permainan

kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan

untuk mencegah penumpukan kekuasaan

pada satu pihak saja yang pada akhirnya

dapat menimbulkan tirani ;

2. Dalam bidang politik penyelenggaraan

desentralisasi dianggap sebagai tindakan

pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut

serta dalam pemerintahan dan melatih diri

dalam mempergunakan hak-hak demolaasi;

3. Dari sudutteknikorganisatorispemerintah,

alasan mengadakan pemerintahan daerah

(desentralisasi) adalah semata-mata untuk

mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus

oleh pemerintah setempat pengurusnya

diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang

lebihtepatdi tangan Pusattetap diurus oleh

PemerintatrPusat;

4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu

diadakan supaya perhatian dapat

sepenuhnya ditumpahkan kepada

kekhuswan sesuatu daerah, seperti geografi,

keadaan penduduk, kegiatan ekonomi,

watak kebudayaan atau latar belakang

sejaralmya;

5. Dari sudut kepentingan pembangunan

ekonomi, desentralisasi diperlukan karena

pemerintah daerah dapat lebih banyak dan

secara langsung membantu pembangunan

tersebut. (The Liang Gie, 1968: 37-38,40-

4r).
Dalam pelaksanaan desentalisasi teritorial

atau dengan istilah yang biasa digunakan adalah hak

otonomi (pemerintatran sendiri), dalam prakteknya
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tidak semua tugas pemerintahan itu diserahkan

kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah.

Temyata masih ada tugas-tugas pemerintatran yang

tetap dilakukan oleh Pemerintatr Pusat, sebabnya

ialatr:

pertama, ada tugas-tugas yang
penyelenggaraannya lebih efektifkalau dilakukan
secara sentral, dan

kedua, masyarakat setempat dianggap belum
cukup mampu untuk mengurus tugas-tugas

tertentu misalnya karena dalam masyarakat yang

bersangkutan belum tersedia tenaga-tenaga
kapabel, dan belum ada sumber-sumber
keuangan yang cukup. (Josef Riwu Kaho,
1991:10).

Dari sebab itu, kita tidak boleh melupakan
batrwa pada akhirnya isi otonomi (yaitu kuantitas/
banyaknya tugas-tugas atau urusan-urusan yang

diselenggarakan sendiri oleh Daerah) itu tergantung
kepada tingkat perkembangan serta kemampuan
masyarakat Daerah sendiri.

Berdasarhal tersebutdi atas, maka sistem
dekonsentasi dan desentalisasi itu dapat digunakan
secara bersama-sama dalam imbangan yang sesuai
dengan tingkat perkembangan dan kemampuan
masyarakat daerah dan sebenamya tergantung pada
soal, apakah suatu tugas itu lebih efektif
penyelenggaraannya kalau digunakan sistem
dekonsenfrasi atau bahkan sentalisasi. Walaupun di
daerah berlaku desentralisasi, tetapi normanya tetap

senualistik karcnatidakadades€ntalisasi png munri
dalampelaksanaannya

Di samping asas-asas Penrerintalran Da€ratl
tersebut di atas, juga dilaksanakan sistem rumah
tangga daeratr yang dapat dibagi dalam:
l. sistemrumahtanggamateriil

2. sistem rumahtanggaformil

3. sistemrumahtanggariil
4. sistemrumahtanggaresidu.

Pada sistem rumah tangga materiil,
pemberian kewenangan kepada di daeratr dengan
didasari suatu pertimbangan dan keyakinan bahwa
daeratr akan mampu melaksanakan wusan yang di
serahkan kepadanya. Dalam pengertian sistem
otonomi materiil ini antara Pemerintatr Pusat dan
Pemerintatr Daerah ada penrbagian h€as (weu,Enang

dan tanggungjawab) yang eksplisit (diperinci secan
tegas) dalam undang-undang pembentukannya.

Artiny4 otonomi drerah itu hanyamelipd nrgc"Ogas
yang telah ditenhrkan satu per satu jadi bersifat definif.
Di sini yang berbeda adalah materi yang menjadi
objek pengurusan dan pengaturan dari masyarakat
daerah itu sendiri.

Sementara itu, untuk sistem rumatr tangga
formil, melihat bahwa pada dasarnya Pemerintah
Daerahmempunyai yangsamadengan

Pemerintatr Pusat dalam melaksanakan kwenangan
yang dibaikrurya; dengan lebih mengganr*an @
aspek efi siensi penyelenggaraan tugas pelayanan
publik. Dalam pengertian ini, tidak ada perbcdaan
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sifat antara unrsan-urusan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Pusat dan oleh daerah-daerah otonom.

Bila ada pembagiarl tugas (wewenang dan tanggung

jawab), hal ini hanya semata-mata disebabkan

pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan praktis.

Artinya, pembagian tugas itu tidaklah disebabkan

materi yang diatur berbeda sifatnya, tetapi adanya

keyakinan bahwa kepentingan daerah tersebut dapat

lebih baik dan berhasil (lebih efisien) apabila

diselenggarakan sendiri oleh daerah masing-masing

dari pada oleh Pemerintah Pusat. Tugas dari daerah

otonom secara normatif tidak terperinci di dalam

undang-undang pembentukanny4 tetapi ditentukan

dalam suatu nnnusan yang umum saja Rumtrsan umum

itu hanya mengandung asas-asas saja, sedangkan

pengahran lebih lanjut diseratrkan kepada Pemerintah

Daerah. Batasannya tidak ditentukan secara pasti,

tetapi bergantung dari keadaan, waktu dan tempat.

Dengan demikian hasil guna dan daya guna sistem ini

sangat tuganturg padakreativitas dan aktivitas daeratl

otonom.

Sistem rumah tanggariil, penyerahan urusan

atau tugas dan kewenangan kepada daerah

didasarkan pada faktor yang nyata atau rii l, sesuai

dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari

daerah maupun Pemerintah Pusat maupun

pertumbuhan masyarakat yang terjadi. Dengan

demikian lebih menonjolkan pada kemampuan nyata

yang dimiliki oleh daeratr dalam melalaanakan urusan

yang menjadi kewenangannya maupun kewenangan

yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah

yang ada di bawatrnya. Oleh karena pemberian tugas

dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan pada

keadaan yang nyata di dalam masyarakat, membawa

konsekuensi batrwa tugas dan unrsan yang selama ini

menjadi wewenang Pemerintah Pusat dapat

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dengan

mempertimbangkan kemampuan masyarakat daerah

untuk mengatru dan mengunrsnya sendiri. Sebaliknya

tugas yang telah menjadi wewenang daerah pada suatu

ketika, bilamana dipandang perlu, dapat ditarik

kembali oleh Pemerintah Pusat. Sistem rumah tangga

riil ini merupakan penggabungan dari sistem rumah

tangga materiil dan sistem rumah tangga formil.

Kemudian untuk hal-hal yang tidaktermasuk

dalam ketiga sistem rumah tangga tersebut adalah

sistem rumah tangga residu (sisa). Dalam sistem ini

secara umum telatr ditentukan terlebih datrulu tugas-

tugas yang telatrmenjadi wewenang Pemerinatr Pusat"

sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga

daerah. Kebaikan dari sistem ini terletak pada saat

timbulnya keperluan-keperluan baru, Pemerintah

Daerah dapat dengan cepat mengambil keputusan dan

tindakan yang dipandang perlu, tanpa menunggu

perintah dari pemerintah pusat. (Kaho, 1997 :15).

Jadi dalam sistem rumah tangga ini terdapat

kewenangan yang belum dilaksanakan oleh

Pemerintah Pusat dan tidak diberikannya kewenangan

kepada daerah, namun karena daerah merasa perlu

dan mampu melaksanakannya makahal tersebut akan
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dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tersebut

tanpa menunggu perintah dari pemerintah pusat.

Lislie Lipson dalam bukunya "The Greot

Issues of Politics: An Introduction to Political Sci-

ence" (1981:15), menjabarkan 5 (lima) masalah

besar (gr e at i s s ue s), yaitu :

l. The coverage of citizenship: Should it be ex-

clusive or all inclusive ?

2. Thefunctions of the state: Should its shere of

activity be limited or unlimited?

3. The source of authirity: Should it originate

in the people or government?

4. The structure of authorithy: Shouldpower be

concentroted or dispered?

-t. The magnitude of the state and its external

relations: What unit of government is prefer-

able? I4/hat interstate order is desirable?

Dalam kaitandenganhal tersebut di atas,lebih lanjut

Lipsonmenegaskan:

The first issue is the choise between equality

and inequality.

The second issue is the choise between a plu-

ralist and monistic state.

The third issue is the choise between freedom
and dictatorship.

The fourth issue is the choice between a dis-

persion of power and their unification.

The fifth issue is the choice between a multi-

tude of state and a universal state (Lislie

Lipson, l98l:16).

Dari kelima masalah besar tersebut, masalah keempat

be*aitan langsung dengan masalah pilihan antata cen-
tralization dan local autonomy. Bila pilihan jatuh

pada local autonomy,berarti Pemerintatr Pusat harus
menyelenggarakan desentralisasi atau dengan
perkataan lain, penyelenggaraan desentralisasi
merupakan konsekuensi dari pemilihan yang
dijattrhkan p ada local autonomy. (JosefRiwu Kaho,
l99l:2).

Berdasarkan pada teori desennalisasi seperti
dikemukakan oleh Bulthuis, bahwa:

Desentalisasi adalatr suatu keadaan yang terjadi
apabila:

I . Kewenangan untuk mengambil keputusan
diserahkan dari seseorang pejabat

administrasi / pemerintatr kepada yang lain;
2. Pejabat yang menyeratrkan itu mempunyai

lingkungan pekerjaan yang lebih luas
daripada pej abat yang diserahi kewenangan
tersebut;

3. Pejabat yang menyerahkan kewenangan
tidak dapat memberi perintah kepada
pejabat yang telatr diseratri kewenangan itu
mengenai pengambilan / pembuatan
keputusan atau isi keputusan itu;

4a. Pejabat yang menyerahkan kewenangan itu
tidakdapatmenjadikan keputusannya
sendiri sebagai pengganti keputusan yang

telahdiambil/dibuat:
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4b. Pejabat yang menyerahkan kewenangan itu

tidak dapat secara bebas menunrt pilihan

sendiri sebagai pengganti keputusan yang

telah diserahi kewenangan itu dengan orang

lai$

5. Pejabat yang menyeratrkan kewenangan itu

tidak dapat menyingkfukanpejabat yang telatr

diserahi kewenangan itu dari tempatrya.
Pendapat di atas merupakan pemahaman

dari sistem desentralisasi mumi, nampak bahwa
penyerahan kewenangan kepada daerah oleh
Pemerintah Pusat atau pemerintah yang ada di
atasny4 membawa konsekuensi bahwa adanya hak
otonomi yang dari daeratt-daeratr berarti pembatasan

terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintatr
hsat; baik mengenai penyelenggaraan ruus?r-wusan
tertentumaupunpengaturannya" Selanjutryamengenai
kekuasaan otonomi dalam tiap-tiap lapangan
pekerjaan adalah tergantung dari sejarah
pembentukan masing-masing negar4 apakah otonomi
diberikan dari atas (Pemerintah Pusat) ataukah
otonomi itu berkembang dari bawah dan oleh
Pemerintatr Pusat atas dasar permusyaratan kemudian
diberi dasar formil yuridis. Dengan demikian akan
nampak bahwa otonomi merupakan realisasi dari
pengakuan, batrwa kepentingan dan kehendak rakyat
merupakan satu-satunya sumber untuk menentukan
sistem dan jalannya pemerintalran negara atau dengan
perkataan lain, otonomi daerah adalah bagian
keseluruhan dari usaha mewujudkan kedaulatan

rakyat dalam pemerintahan. Menunrt Mariun dalam
bukunya "A?as-azas Ilmu Pemerintahan" bahwa
alasan bagi dianutnya desentalisasi adalah:
l. demitercapainyaefektivitaspemerintahan;

2. demi terlaksananya demokrasi di / dari bawah
(grassroots democracy).

Di negara-negara dunia ketiga pada
umumnya, kewenangan yang dimilikinya sebagai
pemberian dari pemerintah yang ada di atasnya - pada
kenyataannya seringkali mengalami kesulitan-
kesulitan, dalam hal ini dapat dikatakan tidak ada
negara demokrasi yang menolak pemberian hak
otonomi kepada daerah-daerahnya. Kesulitan ini
antara lain berkaitan dengan bagaimana pengaturan
pembagian wewenang antara Pusat dan Daerah,
sedang di lain pihak bagaimana agar Pemerintatr Prsat
selaku pemegang kekuasaan tunggal dalam Negara
Kesatuan, tetap dapat terjamin. Mengingat juga
per{<embangan peranan Penrerintatr Pusat yang makin
bertambah penting, di mana hampirtidak ada lagi
bidang kehidupan yang terlepas dari camptu tangan /
pengaruh Pemerintatr Pusat, maka ada kemungkinan
sesuatu masalah yang sebelumnya adalah hanya
benifat lokal berubah menjadi persoalan penting yang
menyangkut Negara dan bangsa keseluruhan. J.P.
Oud, pakar b estuurlatnde dari Belanda menegaskan
bahwa otonomi bukan hanya wewenang untuk
mengatur dan mengurus urusan sendiri, tetapi
mencakup penggunaan wewenang itu secara mandiri,
hanya tetap di bawah pengawasan wewenang itu

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah i{
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secara mandiri, hanya tetap di bawah pengawasan

Pemerintah Pusat. Alasan-alasan pemerintah pusat

untuk melakukan pengawasan terhadap daerah dapat

dikaitkan dengan hal-hal sebagai berikut:

(a). To maintain minimum standards in the

performance of service by local authori-

ties;

(b). To maintain of standart of

administrationas well as

coordinateadministration between and

among various levels of government;

(c). To protect the citizens against the abuse

of powers by local authorities;

(d). To control local expenditures as port of

the management and planning of the na-

tional economy;

(e). To wield and integrate the diverse

people into a nation.

Sebagai akibatnya, maka Pemerintah harus

menetapkan dan menjaga atau mempertahankan

standart minimum dalam pemberian pelayanan

kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah. Dengan demikian, kualitas atau mutu

pelayanan akan tetap terpelihara dengan baik.

Demikian juga halnya dengan standart minimum

administrasi harus ditetapkan agar keseragaman dan

kontinuitas dapat terjamin. Sebab itu, makapenentuan

standart secara nasional akan dapat terjamin. Sebab

itu, maka penentuan standart secara nasional akan

dapat membantu mendorong adanyaperlakuan yang

sama tehadap rakyat di Daerah yang memerlukan

pelayanan dari Pemerintah Daerah, seperti halnya

dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintatr

Pusat kepada masyarakat secara umum. Pengawasan

yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat

menghasilkan koordinasi antara pelbagai tingkatan

pemerintahan, khususnya antara pej abat-pej abat

Daerah yangjelas berbeda-beda antara satu dengan

lainnya

Selanjutnya yang menjadi ukuran

kemandirian daerah otonom adalah:

I . Jumlatr wewenang atau urusan pangkal;

2. Jumlah urusan pemerintahan yang riil yang

dimilikiolehDaerah;

3. Jumlah fungsi dalam suatu urusan

pemerintahan yang dimilikiny4

4. Jumlatr Peraturan Daeatr rata-rata tiap tatrun

dalam tempo lima tatrun;

5. Jumlah Dinas atau Badan/Lembaga milik

Daerah;

6. JurnlahPADdalampertandinganproponion

denganjumlah urusan dan weweftmgnya;

7. Jumlah PAD dibanding dari pemerintah

"atasan" (Pemerintatr Pusat dan Pemerintah

Daerah Tingkat I) (Ateng Syafiudin, 1994:2)

Tingkat kemandirian Daeratr sebagaimanatersebut di

atas masih harus dinilai juga dari aspek-aspek lain

tentang keberhasilan melaksanakan fungsi-fungsi

membangun manusia seutuhnya dan masyarakat

secara keseluruhan yang mengandung unsu keadilan

Imp lementasi Kewenangan Pemer intah Daerah
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dalam kesej alrteraannya.

Dalam menentukan pemberian ataupun

penarikan kembali otonomi kepada daerah, maka

dibentuk Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

(DPOD) berdasar Keppres No.23 Tahun I 975 yang

susunan keanggotaan DPOD terdiri dari :

l. Menteri DalamNegeri sebagai Ketuamerangkap

anggota

2. Menteri Negara Ekuin sebagai anggota

3. Menteri Negara Ketua BAPPENAS sebagai

anggota

4. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara

sebagai anggota

5. Menteri PertahananKeamanan sebagai anggota

6. Menteri Keuangan sebagai anggota

7 . Menteri KesejahteraanRakyat sebagai anggota

Kemudian ditambah Dirj en PUOD sebagai

Selaetaris/bukan anggota

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mempunyai

tugas merumuskan pertimbangan:

1. PembentukanDaerahOtonom

2. Penambahan/perluasan DaerahOtonom

3. PenghapusanDaerahOtonom

4. Penarikankembaliurusanotonomi

5. Penambahan sumberkeuanganDaerah

6. Perubahan stnrktur perimbangan keuangan.

Dari uraian tersebut dapat ditampilkan adanya

beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan otonomi antara lain adalah:

I . Faktor manusia pelaksana yakni pejabat-pejabat

di Daerah, kemampuan Aparatur Pemerintahan
Daerah dan partisipasi Masyarakat;

2. Faktor keuangan daerah yakni pajak daerah,
retribusi daerah, perusahaan daerah dan Dinas
Daerah dan pendapatan lainnya;

3. Faktorperalatan;

4. Faktor organisasi dan manajemen.

PENUTT.IP

l. Dasar dari pemberian kewenangan kepada
pemerintatr daeratr sebagai daeratr otonom dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan berdasar UU No.22 Tahun 1999 adalah
kemampuan daeratr yang digali dengan berdasar
pada pemberian otonomi dengan menitik
beratkan pada pelaksanaan asas desentralisasi
dengan sistem rumah tangga yang dijalankan
secara materiil, formil dan nyata.

2. Kewenangan pemerintah daerah itu dijalankan
oleh Badan atau Jabatan Administrasi Negara
berdasarkan pada perolehan kewenangan
denganjalan atribusi, delegasi dan mandat.

3. Kendala dalam pelaksanaan kewenangan-
kewenangan pemerintah daerah tersebut
benumpu pada faktor sumber daya manusianya
dalam mengelola pelaksanaan kewenangan

tersebut, kemudian juga didukung oleh sumber
daya alam yang memadai yang sangat terkait
dengan sumber pendanaan bagi terlaksananya
kewenangan tersebut. Di samping itu juga faktor

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah 34
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tersedianya peralatan yang memadai dan
organisasi dan manaj emen yang berkualitas.
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